
 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

NOMOR  11  TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN  KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH   NOMOR 7 TAHUN 1999 

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengingat
  

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

a. bahwa tarif retribusi pemakaian kendaraan dan alat-alat berat pada 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan 

yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 17 Tahun 2008, sudah tidak sesuai lagi dengan 

kondisi perekonomian saat ini sehingga perlu diadakan 

penyesuaian; 

b. bahwa  jasa pengujian pada laboratorium di lingkungan Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, belum 

diatur tarif retribusinya dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

1999 beserta perubahannya; 

c. bahwa  pada saat ini terdapat beberapa kekayaan daerah berupa  

Gedung Graha Serba Guna dan Gedung Kesenian Graha Budaya 

di Jakabaring serta Gedung Wanita di Jalan Kapten A. Rivai yang 

juga belum diatur tarif retribusi pemakaiannya; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada 

huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah  Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945 ; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RITahun 

1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana ( Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 3209);  
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor  4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  

2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor  5049);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI 

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

3258); 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2004 

tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa 

Bangunan dan Tanah, dan Sewa Prasarana Bangunan di 

Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun  

1999  tentang Retribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah,  terakhir dengan  Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 

2008 (Lembaran Daerah Tahun  2008  Nomor 12  Seri C); 

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah 

Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 

2010 Nomor 3 Seri D); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2     Seri 

D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

dan  

GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  KELIMA ATAS 

PERATURAN DAERAH   NOMOR  7 TAHUN 1999 TENTANG  

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.  
 

Pasal  I 
 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Nomor 7 Tahun 1999  tentang Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri B) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 

2008 Nomor 11 Seri C) diubah lagi  sebagai berikut : 
 

 

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah 

pemakaian kekayaan daerah, meliputi: 

a. pemakaian tanah; 

b. pemakaian bangunan;  

c. pemakaian ruangan pesta, seminar, kursus, dan  

sejenisnya; 

d. pemakaian kendaraan alat-alat berat milik daerah; 

e. mobil ambulance dan rumah duka; dan 

f. pemakaian kekayaan daerah lainnya. 

(2) Tidak termasuk dari pengertian pemakaian kekayaan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 

penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah 

tersebut antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon di 

tepi jalan umum dan kekayaan daerah yang dimiliki dan atau 

dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, pemakaian 

kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain 

pemeriksaan daging impor dan pengujian hasil mutu. 

 


